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ABSTRAK

STRATEGI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
MELALUI PEMBENAHAN KELEMBAGAAN PERTAMBANGAN

BATUBARA TANPA IZIN STUDI KASUS DI KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh :

WILLYAM BULI

Pertambangan tanpa izin (PETI) yang dilakukan oleh kelompok masyarakat
marak terjadi di Kabupaten Muara Enim yang menyebabkan terjadinya degradasi
lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kelembagaan yang
berjalan terkait dengan aktivitas PETI batubara dan untuk menjelaskan relasi
kekuasaan yang terjadi antar aktor dan mekanisme akses dalam kasus pertambangan
tanpa izin (PETI) di Kabupaten Muara Enim. Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif yang menggunakan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui
wawancara mendalam, pengamatan terlibat, dan studi literatur. Data yang terkumpul
selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan berorientasi aktor dari Bryant dan
Bailey (1997) untuk mengkaji posisi, peran, dan kepentingan aktor yang terlibat.
Pendekatan tersebut selanjutnya dikombinasikan dengan teori akses dari Ribot dan
Peluso (2003) untuk mengkaji kekuasaan dan mekanisme yang dijalankan oleh
masing-masing aktor. Analisis dokumen dilakukan untuk mengetahui secara pasti
gambaran bagaimana PETI tetap beroperasi meskipun illegal. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran undang-undang dan peraturan terkait
pertambangan dalam bentuk penguasaan sumberdaya batubara yang dilakukan secara
masif dan terstruktur oleh aktor-aktor PETI. Pemerintah dinilai kurang tegas dalam
mengimplementasikan setiap kebijakan sehingga kelembagaan informal yang
terbentuk mampu menjaga keberlangsungan bisnis PETI. Koordinasi dan kerjasama
yang baik antara pemerintah termasuk aparat penegak hukum dengan perusahaan
pertambangan sangat diharapkan untuk mengendalikan perkembangan PETI serta
dampak yang ditimbulkan.

Kata Kunci : Aktor, Ekologi Politik, Kelembagaan, Kerusakan Lingkungan, PETI.



ABSTRACT

STRATEGY FOR CONTROLLING ENVIROMENTAL DAMAGE
THROUGH REVAMPING INSTITUTIONAL OF ILLEGAL COAL MINING

CASE STUDY IN MUARA ENIM REGENCY SOUTH SUMATERA
PROVINCE

By:

WILLYAM BULI

Illegal mining (PETI) that has been carried out by some community groups at Muara
Enim leads to environmental degradation. This research’s goals are to find the form
of institutional which connected to the activity of coal illegal mining and to explain
the power relations that occurred between the actors and access mechanisms in illegal
mining case (PETI). This is a qualitative research that used case study methods. Data
was collected through in-depth interviews, participant observation and literature
studies. The collected data were then analyzed using an actor-oriented approach from
Bryant and Bailey (1997) to examine the positions, roles, and interests of the actors
involved. After that, it was combined with access theory from Ribot and Peluso
(2003) to examine the power and mechanism from each actors. Document analysis is
carried out to find out how PETI can still operating even though it is illegal. The
results indicate that there is a violation of mining laws and regulations in the form of
mastery of coal resources carried out in a massive and structured by PETI actors.
Government is considered less strict in implementing the policies so the informal
institutions are able to maintain the sustainability of PETI businesses. Good
coordination and teamwork between government and law enforcement officers with
mining company is highly expected as a way to control PETI growth and its damage.

Key Words : Actors, Environment Damage, Institutional, PETI, Political Ecology.
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan alam yang 

sangat besar. Potensi kekayaan alam tersebut berupa sumberdaya yang dapat 

diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Kekayaan alam yang tidak 

dapat diperbaharui adalah minyak bumi, gas alam, batubara, barang tambang dan 

mineral lainnya yang memberikan kontribusi yang cukup besar pada perekonomian 

Indonesia (Irawan et al, 2014). Sumberdaya alam di Indonesia cukup melimpah 

sehingga dieksploitasi secara besar-besaran untuk kebutuhan pembangunan. 

Pertambangan merupakan salah satu upaya untuk memanfaatkan sumberdaya alam 

dengan melakukan suatu kegiatan mulai dari tahap pencarian, penggalian, 

pengolahan hingga tahap pemasaran hasil tambang (Candra et al, 2014). 

Kegiatan pertambangan adalah suatu kegiatan usaha yang kompleks, sarat 

resiko, merupakan kegiatan usaha jangka panjang, melibatkan teknologi tinggi, 

modal usaha yang besar, dan aturan regulasi yang dikeluarkan dari beberapa sektor. 

Kegiatan pertambangan juga mempunyai daya ubah lingkungan yang besar, 

sehingga memerlukan perencanaan yang matang sejak tahap awal sampai pasca 

tambang (Suprapto, 2012). Tahapan pekerjaan dalam dunia pertambangan secara 
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umum dapat diringkaskan sebagai berikut (Zulkifli, 2014) : (1) tahap penyelidikan 

umum dan eksplorasi, (2) tahap eksploitasi, (3) tahap pengolahan, (4) tahap 

pengangkutan dan penjualan, (5) tahap reklamasi/pasca tambang. 

Sebagian besar pertambangan di Indonesia dilakukan dengan sistem tambang 

terbuka (open pit mining) sehingga berdampak terhadap kerusakan lingkungan. 

Dampak kerusakan lingkungan antara lain hilangnya vegetasi hutan, flora dan fauna 

serta lapisan tanah. Hal tersebut menyebabkan terganggunya fungsi hidrologis, 

keragaman jenis (biodiversity), serapan karbon, pemasok oksigen dan pengatur 

suhu lingkungan. Perubahan pada suatu DAS seperti berkurangnya debit air sungai, 

rusaknya bentang lahan sebagai recharge area, tingginya sedimentasi, menurunnya 

kualitas air sungai dan infiltrasi (Patiung et al, 2011). 

Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan 

oleh operasi pertambangan mineral dan batubara dengan lebih memperketat 

regulasi yang berkaitan dengan penambangan batubara (Manalu, 2014). Setiap 

perusahaan tambang mempunyai kewajiban dalam melaksanakan reklamasi areal 

bekas tambang dan daerah sekitarnya yang terganggu akibat aktivitas pertambangan 

(Patiung et al, 2011). Undang-undang pertambangan mineral dan batubara 

mewajibkan setiap pemegang IUP dan IUPK melakukan pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan 

pascatambang (UU Nomor 4 Tahun 2009). Selain itu Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 menyebutkan bahwa setiap usaha atau 

kegiatan dengan segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan 

terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan 

hidup wajib memiliki Amdal. 
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Pertambangan tanpa izin (PETI) yang marak terjadi di Indonesia baik di lahan 

masyarakat atau lahan negara telah menjadi persoalan yang serius. Sejak abad ke 7 

pertambangan skala kecil juga telah dilakukan untuk bahan galian intan pada 

endapan-endapan aluvial di Kalimantan. Awalnya usaha ini merupakan kegiatan 

kelompok-kelompok keluarga masyarakat setempat, tetapi karena peningkatan 

perolehan bahan galian tersebut kemudian oleh Pemerintah Belanda diupayakan 

ditingkatkan untuk pertambangan skala besar. Walaupun dilaporkan secara tidak 

lengkap, tercatat bahwa peningkatan kegiatan pertambangan berlangsung mulai 

abad ke 18. Masa pendudukan Pemerintah Kolonial Belanda hingga setelah 

kemerdekaan Indonesia, usaha pertambangan berskala besar dilakukan secara 

terbatas terutama untuk bahan galian emas, batubara dan timah; sementara 

pertambangan berskala kecil mengalami perkembangan signifikan sejalan dengan 

peningkatan kebutuhan ekonomi masyarakat. Usaha pertambangan skala kecil 

(terutama untuk bahan galian emas) menjadi tidak terkendali hingga tahun 1996, 

dikenal sebagai pertambangan emas tanpa izin atau PETI yang cenderung terutama 

menimbulkan kerusakan lingkungan (Herman, 2006). 

Saat ini pertumbuhan PETI semakin berkembang tidak saja terhadap bahan 

galian emas tetapi juga batubara, bahkan dilakukan di sekitar wilayah-wilayah 

pertambangan resmi berskala besar sehingga mengakibatkan terjadinya konflik 

dengan para pemegang izin usaha pertambangan tersebut. Perkembangan PETI 

sudah mencapai tahap yang cukup mengkhawatirkan karena juga menimbulkan 

tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap (black market 

trading), yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap 

penghindaran pajak resmi penjualan produk pertambangan (Herman, 2006). 
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Dampak negatif bagi perusahaan antara lain hilangnya cadangan yang 

bernilai ekonomi tinggi, menimbulkan gangguan operasional perusahaan karena 

apabila ada kecelakaan kerja atau kebakaran tambang akibat aktivitas PETI akan 

menjadi tanggung jawab perusahaan sebagai pemegang izin, serta ganguan 

keamanan dengan gaya premanisme pelaku PETI dan banyak hal lainnya. Dampak 

negatif bagi pemerintah adalah hilangnya pendapatan negara berupa royalti atas 

bahan tambang, dan yang tak kalah penting adalah dampak negatifnya terhadap 

kerusakan lingkungan (Azrin, 2004).  

Eksploitasi batubara oleh PETI dilakukan secara terbuka yaitu penambangan 

dengan cara mengupas permukaan tanah yang dilanjutkan dengan penggalian 

batubara, dan setelah selesai penambangan lapisan atas tanah (top soil) tidak 

dikembalikan ketempat semula. Kegiatan penambangan batubara tanpa tindakan 

untuk merehabilitasi lahan setelah kegiatan berakhir dilakukan hampir pada semua 

lokasi PETI, sehingga menimbulkan cekungan besar yang dikelilingi tumpukan 

tanah bekas galian yang bercampur dengan sisa bahan-bahan tambang (tailing). 

Pada saat musim hujan cekungan ini membentuk danau, kemudian karena erosi di 

lahan pasca tambang maka tailing mengalir ke daerah-daerah sekitarnya melalui 

sungai, menutupi lahan pertanian/perkebunan sekaligus menimbulkan sedimentasi 

di areal yang dilalui tersebut (Qomariah, 2003). 

Dampak lainnya terhadap lingkungan adalah akibat lapisan tanah yang 

menutupi lapisan batubara (overburden) yang bersifat sulfidis dibuka sembarangan 

dan terpapar aliran air permukaan maka dapat dipastikan akan membentuk air asam 

tambang (AAT). Dampak negatif yang ditimbulkan oleh AAT terhadap lingkungan 

terutama adalah karena pada kondisi yang sangat asam, kebanyakan logam akan 
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mudah larut dan mobilitasnya meningkat, sehingga kalau terbawa oleh aliran air 

(run off) ke perairan umum maka dapat menyebabkan pencemaran air permukaan. 

Logam-logam tersebut bila masuk dalam rantai makanan akan terakumulasi dalam 

tumbuhan dan atau hewan, akhirnya terjadi bioakumulasi dalam tubuh manusia 

yang memakannya dan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan (Azrin, 

2004). 

Qomariah (2003) juga menjelaskan dampak lain dari PETI batubara adalah : 

(1) terjadinya kerusakan prasarana jalan dan kerawanan lalu lintas dari areal 

penambangan sampai tempat pengiriman batubara, (2) hilangnya wibawa 

pemerintah karena adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tanpa 

adanya sanksi, (3) pendapatan dari usaha pertanian/perkebunan masyarakat sekitar 

lokasi penambangan cenderung menurun karena luasan lahan usaha tani dan 

produktivitas lahan semakin berkurang.  

PETI batubara sudah berlangsung lama dan semakin intensif sejak era 

otonomi daerah diberlakukan. Sampai saat ini belum ada solusi yang tepat untuk 

mengatasi persoalan PETI tersebut. Peraturan dan undang-undang terkait dengan 

mineral dan batubara jelas memuat sanksi-sanksi baik administratif maupun sanksi 

pidana, tetapi aktivitas PETI tetap saja berjalan.  

  

1.2. Rumusan Masalah 

Kerusakan lingkungan sebagai dampak negatif dari penambangan batubara 

tanpa izin secara teknis akan sulit untuk dihindari. Pemahaman terhadap tata 

laksana penambangan yang benar dalam kegiatan PETI sangat lemah, 

mengakibatkan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali kemudian berdampak 
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buruk terhadap masyarakat sekitar. Perangkat aturan dan kebijakan yang mengatur 

usaha pertambangan rakyat termasuk didalamnya mengenai perizinan, pembinaan, 

kewajiban dan sanksi selama ini tidak berjalan dengan baik. 

PETI dilakukan dalam wilayah konsesi perusahaan yang pada akhirnya 

menimbulkan konflik dengan perusahaan dan pemerintah. PETI dalam 

pelaksanaanya tidak memiliki perencanaan tambang yang matang, menyebabkan 

terjadi pemborosan sumberdaya tambang. Selain itu PETI juga menjadi ajang 

oknum pencari keuntungan serta sangat rentan terjadinya konflik antara masyarakat 

lokal dan pendatang. 

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan kerusakan lingkungan akibat 

PETI dengan pendekatan aktor dalam perspektif ekologi politik. Untuk memahami 

lebih jauh mengenai PETI, berikut beberapa pertanyaan terkait : 

1. Bagaimana aspek kelembagaan pertambangan batubara?   

2. Bagaimana relasi kekuasaan yang terjadi antar aktor dalam kasus PETI 

batubara? 

a. Siapa aktor-aktor yang terlibat? 

b. Motivasi dan kepentingan apa yang diperjuangkan oleh masing-masing 

aktor? 

c. Akses apa saja yang dimiliki oleh masing-masing aktor dan bagaimana 

mekanisme akses yang dijalankan oleh masing-masing aktor? 

3. Bagaimana rekomendasi strategi kebijakan yang tepat untuk penambangan 

batubara oleh rakyat? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menjelaskan aspek kelembagaan pertambangan batubara oleh rakyat. 

2. Menjelaskan relasi kekuasaan yang terjadi antar aktor dan mekanisme akses 

dalam kasus PETI batubara. 

3. Merumuskan strategi kebijakan yang tepat dalam rangka pembenahan PETI. 

 

1.4. Kerangka Pemikiran 

Dalam mengkaji perubahan lingkungan, para peneliti politik ekologi 

memiliki asumsi bahwa perubahan yang terjadi tidaklah bersifat teknis, tetapi 

merupakan suatu bentuk politisasi lingkungan yang melibatkan aktor-aktor dengan 

relasi kekuasaan yang tidak setara. Konsep kekuasaan digunakan dalam penelitian 

ini untuk mengkaji interaksi atau relasi sosial (konflik atau kerjasama) antar aktor 

yang seringkali memiliki kepentingan yang berbeda. Pemahaman tersebut dapat 

menjadi pijakan penting dalam merekomendasikan kebijakan terkait dengan PETI. 

Alur kerangka pemikiran penelitian ini disajikan dalam Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 Pendekatan penelitian yang berorientasi aktor. 

 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berorientasi aktor dari Bryant 

dan Bailey (1997) yang dapat mengeksplorasi secara lebih mendalam posisi dan 

peran, kepentingan, serta tindakan dari berbagai aktor yang berbeda. Karena 

pendekatan di atas belum secara jelas dan terperinci menerangkan bagaimana 

tindakan yang dilakukan oleh aktor, maka pendekatan tersebut selanjutnya 

dikombinasikan dengan teori akses dari Ribot dan Peluso (2003). Akses 

didefinisikan oleh Ribot dan Peluso (2003) sebagai kemampuan untuk memperoleh 

manfaat dari sesuatu, termasuk obyek material, orang, kelembagaan, dan simbol. 

Kekuasaan melekat dan dilaksanakan melalui berbagai mekanisme, proses, dan 

relasi sosial, dimana penguasaan teknologi, modal, pasar, tenaga kerja dan peluang 
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tenaga kerja, pengetahuan, kewenangan, identitas sosial, dan relasi sosial atau biasa 

disebut bundle of power akan mempengaruhi tingkat akses ke sumberdaya. Relasi 

kekuasaan antar aktor dijelaskan dengan mengkaji bagaimana aktor menggunakan 

kekuasaannya untuk mengontrol aktor lain dalam pemanfaatan sumberdaya. 

Semakin besar kekuasaan yang dimiliki aktor, maka semakin besar aksesnya ke 

sumberdaya batubara.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Ekologis 

2.1.1. Ekologi Pertambangan 

Inti permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan antar makluk hidup, 

khususnya manusia dengan lingkungannya. Ilmu tentang hubungan timbal balik 

mahluk hidup dengan lingkungannya disebut ekologi. Oleh karena itu permasalahan 

lingkungan hidup pada hakekatnya adalah permasalahan ekologi (Soemarwoto, 

2004). Ekologi saat ini telah mengalami perkembangan dari ilmu yang hanya 

mempelajari apa yang ada dan apa yang terjadi di alam menjadi ilmu yang 

mempelajari struktur dan fungsi alam sehingga dapat menganalisis dan memberi 

jawaban terhadap berbagai kejadian alam (Zulkifli, 2014). Sebagai contoh, ekologi 

dapat memberi jawaban terhadap kejadian banjir, tanah longsor, pencemaran, 

deforestasi dan lain-lain. 

Seiring dengan pembangunan yang dilakukan diberbagai sektor, degradasi 

lingkungan di Indonesia juga menjadi isu yang tidak pernah selesai dibahas. 

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, 

namun pembangunan tidak saja menghasilkan manfaat, melainkan juga membawa 

resiko (Soemarwoto, 2004). Pembangunan selalu melibatkan pemanfaatan 

sumberdaya alam untuk mencukupi berbagai kebutuhan seiring dengan 
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pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Resiko dibalik itu adalah terjadinya 

degradasi lingkungan seperti degradasi lahan yang pada akhirnya berdampak pada 

perubahan kondisi tanah, hidrologi dan keanekaragaman hayati. 

Penanganan degradasi lahan yang terjadi dapat dilakukan dengan berbagai 

pendekatan. Kasus tertentu bertujuan untuk mengembalikan ekosistem asli dan 

memulihkan keanekaragaman hayati sebelumnya sementara di kasus lainnya 

digunakan untuk tujuan yang lebih produktif seperti pertanian. Menurut Lamb dan 

Gilmour (2003), pendekatan untuk mengatasi degradasi adalah sebagai berikut :  

1. Restorasi; pemulihan kembali struktur, produktivitas, dan 

keanekaragaman hayati jenis asli dari ekosistem yang ada. Pada saatnya 

proses dan fungsi ekologi akan kembali sama seperti aslinya (awalnya). 

2. Rehabilitasi; pemulihan kembali produktivitas tetapi tidak keseluruhan 

dari keanekaragaman hayati yang asli. Untuk kepentingan atau alasan 

ekologi dan ekonomi, hutan yang baru dapat terdiri atas jenis yang tidak 

asli. 

3. Reklamasi; digunakan untuk situasi di mana produktivitas atau struktur 

diperoleh kembali namun tidak demikian dengan keanekaragaman hayati. 

Selain itu, spesies asli mungkin tidak digunakan lagi.  

Pendekatan yang paling mudah diterapkan untuk lahan bekas penambangan 

yaitu dengan melakukan reklamasi. Pelaksanaan reklamasi juga sudah diatur dalam 

Peraturan Pemerintan Nomor 78 Tahun 2010 dan beberapa peraturan dan keputusan 

menteri lainnya. Perusahaan tambang yang memiliki izin pertambangan wajib 

melakukan reklamasi untuk menangani degradasi lahan yang terjadi.  
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Menurut Forest Watch Indonesia (2015), laju deforestasi di Indonesia masih 

tinggi. Data tahun 2009-2013 berdasarkan olahan data dari analisis citra satelit, 

Indonesia kehilangan hutan sebesar 4,5 juta hektar atau memiliki laju sekitar 1,13 

juta hektar per tahun dalam rentang waktu 4 tahun (Tabel 2.1).  

Tabel 2.1. Luas Tutupan Hutan 2009 – 2013 dan Deforestasi 2013 di Dalam 

Konsesi 

Kemudahan perusahaan tambang dalam pengajuan izin pinjam pakai 

kawasan hutan juga ditenggarai sebagai salah satu penyebab terjadinya kehilangan 

tutupan hutan di Indonesia. Total luas izin pinjam pakai kawasan hutan sebesar 2,98 

juta hektare dalam kurun waktu 2008-2013 yang di dominasi oleh industri 

pertambangan (Forest Watch Indonesia, 2015). 

Kerusakan hutan akibat alih fungsi menjadi areal pertambangan di Indonesia 

cukup memprihatinkan. Sebagian besar industri pertambangan di Indonesia 

produksinya menggunakan sistem tambang terbuka (open pit mining) yang 

menyebabkan konversi tutupan yang ada diatasnya. Metode pertambangan terbuka 

dilakukan dengan cara vegetasi yang ada dipermukaan tanah dibuka dan kemudian 

batubara diambil untuk dibawa ke proses selanjutnya. Industri pertambangan yang 
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berkembang dengan sangat pesat juga sejalan dengan pengajuan izin pinjam pakai 

kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan yang didominasi oleh pertambangan.  

2.1.2. Ekologi Politik 

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam seringkali menimbulkan 

ketimpangan dalam hal akses terhadap sumberdaya dan melahirkan ketimpangan 

ekonomi masyarakat, hadirnya pencemaran lingkungan (bio-fisik) dan persoalan 

kebijakan oleh negara (Rusyamin, 2013). Kondisi seperti ini merupakan gambaran 

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya batubara di Kabupaten Muara Enim 

yang kemudian melahirkan aktor dalam membentuk konflik sumberdaya batubara 

di Kabupaten Muara Enim khususnya dalam kasus PETI. Konflik terkait 

sumberdaya adalah konflik sosial (ada kekerasan atau tanpa kekerasan) yang terkait 

dengan perjuangan untuk mendapatkan akses terhadap sumberdaya alam dan 

pemanfaatannya (Turner, 2004). 

Bahan galian tambang merupakan sumberdaya alam yang masuk dalam 

kategori Common Pool Resources (CPRs). Eksploitasi yang terus menerus terhadap 

bahan galian tambang tersebut akan menyebabkan pemanfaatan yang berlebihan 

(overuse), keberadaan deposit atau cadangan yang semakin menipis, serta dampak 

pencemaran dan degradasi lingkungan yang semakin parah. Untuk itu perlu 

dipahami tata kelola yang tepat dalam penambangan sebagai bagian dari  

sumberdaya alam tersebut. 

Menurut Dharmawan (2005), kegiatan ekstraksi alam dan penggerusan 

sumberdaya seperti aktivitas penggundulan hutan dan eksploitasi sumberdaya lahan 

berlebihan telah menghadapkan tiga pihak kepentingan berada di “ruang konflik” 

kepentingan yang sulit dicarikan solusinya. Sektor swasta biasanya 
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merepresentasikan kekuatan ekonomi pengeksploitasi sumber-sumber kehidupan 

alam. Sektor negara yang diwakili pemerintah, biasanya mengemban misi 

pelayanan publik atau regulator sehingga cenderung konservatif. Meski demikian, 

ciri konservatisme bukanlah ciri permanen, manakala kekuasaan negara 

berkolaborasi erat dengan kekuasaan kapitalis, akan segera dihasilkan aliansi 

kekuatan otoritarian-oportunis yang menekan posisi politis masyarakat luas dan 

sumberdaya alam. Sektor masyarakat sipil cenderung mengembangkan sikap 

politik sosialisme-populistik meski dalam alam demokrasi liberal sekalipun. Dalam 

prakteknya, sektor sipil biasanya berisi kolaborasi beragam organisasi non-profit 

dalam memperjuangkan kehendaknya. 

Bryant dan Bailey (1997) menjelaskan bahwa ekologi politik menjadi bidang 

kajian yang mempelajari aspek-aspek sosial politik pengelolaan lingkungan, 

dengan asumsi pokok bahwa perubahan lingkungan tidak bersifat teknis, tetapi 

merupakan suatu bentuk politisasi lingkungan yang melibatkan aktor-aktor yang 

berkepentingan baik pada tingkat lokal, regional, maupun global. Krisis lingkungan 

dunia ketiga perlu dipahami sebagai hasil interaksi aktor yang beroperasi dalam 

konteks hubungan kekuasaan yang tidak setara. Aktor-aktor tersebut, pada 

gilirannya, termotivasi oleh kepentingan dan tujuan yang cukup kompleks.  

Penelitian ekologi politik yang beragam di banyak lokasi oleh Robbins (2004) 

terbagi dalam empat pertanyaan besar, tema atau narasi penelitian (Tabel 2.2). 

Perbedaan ini mencerminkan perkembangan sejarah bidang tersebut, dimana 

penelitian yang menghubungkan perubahan lingkungan terhadap marjinalisasi 

politik dan ekonomi muncul pertama kali pada tahun 1970-an dan 1980-an sebagai 
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upaya untuk menerapkan teori ketergantungan terhadap periode krisis lingkungan 

(Robbins, 2004). 

 

Tabel 2.2 Tesis Ekologi Politik 

 

 Bryant dan Bailey (1997) menyatakan bahwa peneliti ekologi politik 

memberikan suatu perspektif yang lebih luas dengan mengadopsi berbagai 

pendekatan dalam menerapkan prespektif tersebut untuk investigasi hubungan 

manusia dan lingkungan. Pendekatan yang berbeda tersebut tidak saling eksklusif 

karena para peneliti sering menggabungkan atau menggunakan pendekatan yang 

berbeda. Hal ini mencerminkan prioritas penelitian yang berbeda di lapangan, yaitu: 

(1) pendekatan yang mengarahkan penelitian dan penjelasan dalam ekologi politik 

dunia ketiga seputar masalah lingkungan tertentu seperti erosi tanah, deforestasi 

hutan tropis, pencemaran air, atau degradasi lahan, (2) pendekatan yang 

memfokuskan pada suatu konsep yang dianggap memiliki kaitan penting terhadap 

pertanyaan ekologi politik, (3) pendekatan yang memeriksa hubungan masalah-
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masalah politik dan ekologi dalam konteks suatu wilayah geografis tertentu, (4) 

pendekatan yang mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan ekologi politik dalam 

menjelaskan karakteristik sosial ekonomi seperti kelas, etnis, atau gender, dan (5) 

pendekatan yang menekankan kebutuhan yang terfokus pada kepentingan, 

karakteristik, dan tindakan dari berbagai tipe aktor dalam pemahaman konflik 

ekologi politik. 

Schubert (2005) berpendapat bahwa salah satu karakteristik ekologi politik 

adalah ekologi politik bukan merupakan suatu grand theory yang koheren, tetapi 

lebih sebagai suatu lensa spesifik yang dapat menguji interaksi antara lingkungan 

dan masyarakat. Peneliti ekologi politik mempunyai sudut pandang yang berbeda 

dan tergantung pada latar belakang disiplin ilmu yang sangat berbeda (geografi, 

antropologi, sosiologi, ilmu politik, ekonomi, sejarah, dan manajemen), serta 

paradigma dan teori-teori yang dikemukakan oleh para peneliti dengan bidang yang 

sama juga sering bertentangan. Ekologi politik merupakan studi kasus yang berbeda 

dan merupakan masalah-masalah kehidupan nyata secara lokal, dimana teori-teori 

ekologi politik yang spesifik dan koheren yang dijadikan basis penelitian para 

peneliti sulit untuk diidentifikasi. 

Perbedaan ini menurut Robbins (2004) mencerminkan perkembangan sejarah 

bidang tersebut. Penelitian yang menghubungkan perubahan lingkungan terhadap 

marjinalisasi politik dan ekonomi muncul pertama kali pada 1970-an dan 1980-an 

sebagai upaya untuk menerapkan teori ketergantungan terhadap periode krisis 

lingkungan. Keragaman penelitian ekologi politik juga memiliki argumen-argumen 

tak terhitung, lebih kecil, dan berbeda yang ditujukan di antara banyak isu, yaitu: 

kemungkinan untuk tindakan kolektif masyarakat, peran tenaga kerja manusia 



17 
 

dalam metabolisme lingkungan, sifat pengambilan dan penghindaran resiko dalam 

perilaku manusia, keragaman persepsi lingkungan, penyebab dan dampak korupsi 

politik, serta hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Meskipun terdapat 

keragaman, perhatian dan pertanyaan utama ekologi politik terus berputar di sekitar 

beberapa alat konseptual umum dan proses (Tabel 2.3). Hal ini termasuk penjelasan 

berantai lintas skala (cross-scale chain of explanation), komitmen untuk 

mengeksplorasi masyarakat marjinal dan perspektif ekologi politik yang 

didefinisikan secara lebih luas. 

 

Tabel 2.3 Konsep dan proses dalam ekologi politik 
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2.2. Teori Akses 

Relasi kekuasaan yang tidak setara merupakan faktor utama dalam 

memahami pola-pola interaksi manusia-lingkungan yang terkait dengan krisis 

lingkungan di dunia ketiga. Relasi ini perlu dikaitkan dengan kekuasaan yang 

dimiliki oleh masing-masing aktor dalam jumlah besar atau kecil yang 

mempengaruhi hasil konflik lingkungan tersebut. Kekuatan atau kekuasaan (power) 

dalam ekologi politik menjadi konsep kunci dalam upaya untuk menentukan 

topografi dari suatu politisasi lingkungan. Peneliti ekologi politik memahami 

konsep kekuasaan terutama dalam kaitannya dengan kemampuan seorang aktor 

untuk mengendalikan interaksinya dengan lingkungan dan interaksi aktor-aktor lain 

dengan lingkungan (Bryant dan Bailey, 1997 ; Bryant, 1998). 

Kekuasaan merupakan konsep yang menunjukkan bagaimana kemampuan 

aktor untuk memaksakan keinginannya terhadap aktor lain, secara khusus mengacu 

pada konsepsi “power over” daripada "power to” (Prabowo et al, 2017). Kekuasaan 

diasumsikan jika perilaku aktor lain dapat berubah melalui paksaan, dis-

insentif/insentif atau informasi yang dominan oleh aktor lainnya (Krott et al, 2013). 

Relasi kekuasaan tidak setara di antara aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan 

sumberdaya alam dapat menimbulkan degradasi sumberdaya dan marginalisasi 

masyarakat lokal; dimana hal ini sangat terkait dengan pemanfaatan sumberdaya 

alam yang tidak adil antar aktor (Febryano et al, 2015; Febryano et al, 2017). 

Kekuasaan menurut Ribot dan Peluso (2003) merupakan bagian bagian 

materi, budaya, dan politik ekonomi di dalam ikatan (bundles) dan jejaring 

kekuasaan (webs of power) yang membentuk akses sumberdaya. Bagian-bagian 

tersebut diartikan sebagai proses dan relasi yang memungkinkan aktor-aktor 
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memperoleh, mengontrol, dan memelihara akses ke sumberdaya. Istilah mekanisme 

digunakan untuk menyebut proses dan relasi tersebut. Mekanisme akses berbasis 

hak (rights-based access), termasuk akses ilegal (access illegal), dapat digunakan 

secara langsung untuk memperoleh manfaat, sementara mekanisme akses struktural 

dan relasional (structural and relational acces mechanism) memperkuat akses yang 

diperoleh secara langsung melalui pembentukan akses berbasis hak atau yang 

ilegal. Kategori akses dalam mekanisme akses struktural dan relasional 

menggambarkan jenis-jenis relasi kekuasaan, seperti: teknologi, modal, pasar, 

tenaga kerja dan peluang tenaga kerja, pengetahuan, kewenangan, identitas sosial, 

dan relasi sosial. 

Ribot and Peluso (2003) mendefenisikan akses sebagai kemampuan untuk 

mendapatkan keuntungan atau manfaat dari sesuatu dimana kekuasaan ditempatkan 

didalam konteks ekologi politik. Akses dalam definisi Peluso ini mengandung 

makna “sekumpulan kekuasaan” (“a bundle of powers”) berbeda dengan properti 

yang memandang akses sebagai “sekumpulan hak” (“a bundle of rights”). 

Sehingga bila dalam studi properti ditelaah relasi properti utamanya yang 

berkenaan dengan klaim atas hak, maka dalam studi tentang akses ditelaah relasi 

kekuasaan untuk memperoleh manfaat dari sumber daya termasuk relasi properti. 

Aspek material, budaya, ekonomi dan politik dari kekuasaan yang terkandung 

di dalam bundel dan jaring-jaring kekuasaan (bundle and webs of power) yang 

menjadi pembentuk konfigurasi akses terhadap sumberdaya alam cenderung 

dinamis sesuai dengan ruang dan waktu. Dengan kata lain individu dan institusi 

mempunyai posisi yang berbeda-beda dalam relasinya dengan sumberdaya pada 

ruang dan waktu yang berbeda (Ribot dan Peluso, 2003). 
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Relasi kekuasaan yang tidak setara dalam pengelolaan sumberdaya 

lingkungan juga muncul dalam kasus pertambangan tanpa izin (PETI). Konflik 

yang mencuat adalah antara kelompok masyarakat PETI dengan pemerintah serta 

kelompok masyarakat PETI dengan kelompok masyarakat yang kontra PETI. 

Menurut Boadi et al.  (2016), penambangan liar (tanpa izin) memang menawarkan 

beberapa peluang dalam hal lapangan kerja, pendapatan dan peningkatan aktivitas 

pasar, tetapi dampak negatif yang ditimbulkannya jauh melebihi manfaatnya 

seperti: penghancuran lahan pertanian dan polusi air, biaya hidup yang tinggi dan 

peningkatan kejahatan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, Nicoleite et al. (2017) 

menjelaskan bahwa kebanyakan orang yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan 

sudah terbiasa dengan situasi ini dan kegiatan pertambangan batubara merupakan 

kegiatan ekonomi yang sangat penting dengan mengabaikan kerusakan lingkungan 

dan gangguan kesehatan. 

Terkait dengan penelitian mengenai PETI, peneliti ingin melihat dan 

mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam membentuk konflik sumberdaya 

batubara di Kabupaten Muara Enim, yaitu ketika aktor selalu berusaha 

mengendalikan lingkungannya dengan memahami kepentingan dan bagaimana 

aktor berinteraksi. Analisis akses dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan 

lingkungan tertentu yang membuat para aktor mampu atau tidak mampu 

memperoleh, memelihara, mengatur aliran dan distribusi manfaat, atau 

mengendalikan akses sumberdaya batubara. Analisis ini dapat membantu untuk 

memahami mengapa beberapa orang atau institusi dapat memetik manfaat dari 

sumberdaya, ada atau tidak ada hak yang mereka miliki. Penelitian difokuskan pada 

PETI batubara yang berlangsung di lahan milik masyarakat di Kabupaten Muara 



21 
 

Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pengetahuan dan pemahaman tersebut akan 

bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam membuat suatu rekomendasi 

pengelolaan sumber daya batubara secara adil dan berkelanjutan.  

2.3. Kelembagaan Pertambangan Rakyat 

Lembaga didefinisikan sebagai seperangkat aturan (working rules) yang 

digunakan untuk menentukan siapa yang berhak untuk membuat keputusan dalam 

beberapa arena, tindakan yang diikuti atau dibatasi, aturan apa yang akan 

digunakan, prosedur apa yang harus diikuti, informasi apa yang harus atau tidak 

harus diberikan, dan hadiah apa yang akan diberikan kepada individu tergantung 

pada tindakan mereka (Ostrom, 1986). Kelembagaan disini dapat bersifat formal 

dan non formal. 

Menurut Djogo et al, (2003), kelembagaan merupakan suatu tatanan dan pola 

hubungan anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat 

menentukan bentuk hubungan antara manusia atau antara organisasi yang diwadahi 

dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas 

dan pengikat berupa norma, kode etik, aturan formal atau informal untuk 

pengendalian prilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan 

bersama. Lebih lanjut Djogo et al, (2003) menyebutkan bahwa definisi institusi atau 

kelembagaan didominasi oleh unsur-unsur aturan, tingkah laku atau kode etik, 

norma, hukum dan faktor pengikat lainnya antar anggota masyarakat yang membuat 

orang saling mendukung dan bisa berproduksi atau menghasilkan sesuatu karena 

ada keamanan, jaminan akan penguasaan atas sumber daya alam yang didukung 

oleh peraturan dan penegakan hukum serta insentif untuk mentaati aturan atau 
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menjalankan institusi. Tidak ada manusia atau organisasi yang bisa hidup tanpa 

interaksi dengan masyarakat atau organisasi lain yang saling mengikat. 

Pengelolaan sumberdaya alam perlu didukung oleh kemampuan kelembagaan 

(Kartodihardjo, 2006), meskipun kelembagaan yang dapat menjamin atau 

menentukan keberhasilan misalnya kepastian hak atas hutan, seringkali tidak dapat 

memastikan pengelolaan hutan dalam jangka panjang. Kartodihardjo (2006) juga 

menjelaskan bahwa upaya perubahan kelembagaan tidak diikuti landasan filosofi 

dan kerangka pikir sehingga peraturan bertambah, lembaga bertambah atau berubah 

nama, tetapi tipe kebijakan tidak berubah kemudian pada akhirnya tidak mengubah 

kinerja di lapangan. 

Otonomi daerah telah mengubah sistem tata pengaturan dan pemerintahan di 

Indonesia secara mendasar. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Otonomi daerah merupakan produk hukum yang membuka kesempatan pada 

penegakan kedaulatan lokal, keberdayaan dan kemandirian lokal. Lahirnya undang-

undang tentang pemerintahan daerah ini dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD) diharapkan 

memiliki dampak signifikan bagi pendapatan daerah-daerah yang kaya sumberdaya 

mineral (Muhsin, 2015).  

Pemerintah daerah berlomba-lomba menyusun kebijakan untuk mengelola 

dan memanfaatkan potensi wilayah dalam rangka pengelolaan pertambangan dan 

meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah maupun 

pungutan lainnya (sumbangan pihak ketiga) sebagai lanjutan dari kebijakan 

otonomi daerah. Optimalisasi pemanfaatan potensi ini bertujuan untuk 

meningkatkan pendapatan daerah dan pembiayaan pembangunan. Untuk 
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melegalisasi meningkatkan pendapatan dan pembangunan daerah tersebut 

pemerintah daerah menyusun perda. Kemampuan daerah dalam melaksanakan 

pembangunan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya maupun 

kemampuan dalam pengelolaannya (Dhani, 2009). 

Dhani (2009) menjelaskan bahwa adanya kebijakan otonomi daerah menjadi 

salah satu faktor maraknya izin pertambangan yang dikeluarkan oleh daerah. 

Melalui UU otonomi daerah tersebut membuka peluang bagi pemerintah daerah 

untuk mengelola dan memanfaatkan sumber kekayaan alam yang ada di 

wilayahnya, jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan sebelumnya. Perizinan 

pertambangan diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara (UU Minerba), diantaranya mengatur mengenai usaha 

pertambangan yang pelaksanaannya dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), 

Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). 

Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR (Wilayah Pertambangan 

Rakyat) dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR dari pemerintah. Pada 

hakekatnya izin merupakan tindakan hukum pemerintah yang bersifat sepihak 

berdasarkan kewenangan yang sah. Tindakan sepihak dilakukan karena dalam 

sebuah perizinan mempunyai standar-standar tertentu yang harus dipenuhi. Jika 

standar tersebut belum terpenuhi maka akan ada larangan terhadap segala bentuk 

kegiatan sampai mendapatkan izin tersebut (Bachdar, 2016). Untuk mendapatkan 

IPR pemohon harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan 

dalam peraturan yang ada, antara lain: (1) persyaratan administratif, (2) persyaratan 

teknis, dan (3) persyaratan finansial.  
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Aspinall (2001) menyebutkan bahwa pertambangan rakyat atau 

pertambangan skala kecil di Indonesia pada dasarnya terdiri dari empat sektor 

utama, yaitu : (1) pertambangan emas, (2) pertambangan berlian, (3) pertambangan 

batubara dan (4) pertambangan timah. Sektor yang lain termasuk mineral industri 

seperti pertambangan zeolit, pertambangan kaolin, dan 

pertambangan/pengumpulan batu dari sungai atau di permukaan. Lebih lanjut 

Aspinall (2001) menjelaskan karakteristik penambang skala kecil antara lain : (1) 

75% buruh berasal dari luar daerah (lokasi tambang), (2) rentang usia penambang 

antara 14-69 tahun, (3) rata-rata pendidikan para penambang berkisar dari sekolah 

dasar sampai  sekolah menengah atas, (4) sejarah pekerjaan sebelumnya adalah 

penambang atau petani, dan (5) anak-anak juga kadang dilibatkan dalam aktivitas 

penambangan. 

2.4. Pertambangan Tanpa Izin (PETI) 

PETI dapat diartikan sebagai usaha pertambangan atas segala jenis bahan 

galian dengan pelaksanaan kegiatannya tanpa dilandasi aturan/ketentuan hukum 

pertambangan resmi Pemerintah Pusat atau Daerah (Herman, 2006). Berkaitan 

dengan PETI, Herman (2006) mengidentifikasi bahwa parameter utama dari konsep 

usaha pertambangannya adalah : (1) bahan galian yang dijadikan sasaran 

penambangan merupakan komoditi pilihan yang tidak memerlukan teknologi 

penambangan yang rumit dan juga mudah dipasarkan, (2) besarnya kuantitas 

sumber daya atau cadangan bahan galian yang ditemukan mungkin bukan menjadi 

faktor penentu sepanjang bahan galian tersebut memberikan harapan kelangsungan 

kebutuhan ekonomi khususnya para pelaku usaha pertambangan dan umumnya 

masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. 
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Menurut Herman (2006), perkembangan PETI yang tidak terkendali akan 

menimbulkan dampak negatif, diantaranya : (1) kerusakan lingkungan sebagai 

akibat lemahnya penguasaan teknik penambangan dan pengolahan bahan galian, 

keterbatasan penguasaan metoda penanganan limbah tambang, lemahnya 

pemahaman tentang reklamasi dan perlindungan terhadap lingkungan wilayah 

pertambangan, (2) praktek bank gelap berbunga tinggi oleh pemilik modal ilegal, 

pada kasus dimana pelaku usaha PETI tidak memiliki modal dan atau kehabisan 

modal usaha, (3) praktek monopoli perdagangan gelap, sebagai akibat penerapan 

sistem penanaman modal perorangan yang berorientasi kepada cara 

agunan/jaminan produk pertambangan sebagai alat pembayaran pinjaman modal 

usaha, (4) pelanggaran terhadap sistem perpajakan resmi sebagai akibat 

penghindaran pajak penjualan produk pertambangan, (5) perlindungan kesehatan 

diabaikan, sebagai akibat lemahnya pengetahuan tentang penggunaan zat atau 

bahan kimia tertentu yang mengandung racun/pencemar untuk pengolahan bahan 

galian tertentu (terutama logam) dan antisipasi kemungkinan pengaruhnya bagi 

kesehatan, (6) kemungkinan gangguan keamanan, sebagai konsekuensi logis dari 

perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah PETI. 

Pemerintah telah berupaya untuk menghilangkan PETI melalui penegakan 

hukum atau mengakomodasi dengan membuat peraturan perundang-undangan 

yang dapat mendorong pertambangan skala kecil tidak berizin menjadi berizin. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara mengakomodasi pertambangan rakyat dalam ketentuan penetapan 

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) maupun dalam Izin Pertambangan Rakyat 
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(IPR) yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang 

Wilayah Pertambangan (WP). 

2.5. Potensi Batubara 

Batubara merupakan sumber energi fosil yang tergolong murah banyak 

dieksploitasi karena konsumsi semakin meningkat. Batubara sebagian besar 

dipergunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, baik pembangkit yang 

dioperasikan oleh PT PLN (Persero), maupun oleh IPP (Independent Power 

Producer). Sektor industri yang meliputi industri-industri besi dan baja, semen, 

pulp dan kertas, briket, serta tekstil merupakan pemakai batubara yang cukup besar 

setelah pembangkit listrik (BPPT, 2016).  

Produksi batubara Indonesia mulai mengalami peningkatan dalam periode 

tahun 2005 yaitu sebesar 149.665.233 ton hingga 2012 sebesar 466.307.241 ton. 

Penurunan harga komoditas batubara sejak tahun 2013 turut mempengaruhi 

produksi batubara yang ikut mengalami penurunan hingga tahun 2015 (BPS 

Nasional, 2017) seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.1. Kontribusi tersebut belum 

termasuk kontribusi dari tambang yang dikelola oleh rakyat secara informal, 

khususnya PETI yang belakangan marak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. 

Menurut data dari Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi 

(2017), sumberdaya batubara di Kabupaten Muara Enim sekitar 6.877 juta ton. 

Dewasa ini batubara yang diproduksi sebagian besar pada wilayah konsesi PT Bukit 

Asam dengan produksi selama 5 tahun terakhir sampai tahun 2015 kurang lebih 

77,6 juta ton. Selain itu ada juga beberapa perusahaan swasta yang aktif beroperasi 

dengan produksi skala kecil serta PETI yang dilakukan oleh masyarakat dan 

pendatang dari luar daerah. 
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Gambar 2.1 Produksi Batubara Indonesia (BPS Nasional, 2017) 

 

2.6. Perencanaan Kebijakan dalam Pengelolaan Sumberdaya Batubara 

Kebijakan pada umumnya adalah upaya menyelesaikan masalah dengan 

menggunakan berbagai alternatif solusi (Kartodihardjo, 2017). Lebih lanjut 

Kartodihardjo (2017) menjelaskan bahwa masalah kebijakan bukan melekat pada 

benda dan tidak berada di permukaan yang mudah diketahui oleh panca indera. 

Sebaliknya masalah kebijakan itu abstrak, merupakan penyebab-penyebab yang 

perlu diabstraksikan melalui konsep atau teori. Menurut Djogo (2003), kebijakan 

adalah cara dan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan 

tertentu atau untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu dengan mengeluarkan 

keputusan, strategi, perencanaan maupun implementasinya dilapangan dengan 

menggunakan instrument tertentu. 

Thomas Dye (1992) dalam Taufiqurokhman (2014) menyebutkan beberapa 

jenis kebijakan publik, yaitu: 
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a. System theory  

Teori sistem public policy dianggap sebagai output dari sebuah sistem politik, 

konsep mengenai sistem politik menyatakan bagaimana institusi-institusi dan 

aktivitasnya mampu merespon dan mentransformasikan kebutuhan yang ada dalam 

masyarakat untuk menjadi nilai yang mengikat masyarakat secara otoritatif dan 

memperoleh dukungan darinya. Model ini dipengaruhi oleh konsep dan teori dalam 

ilmu komunikasi seperti (feedback, input, output) dan percaya bahwa keseluruhan 

proses bersifat cyclical. 

b. Elite theory 

Public policy dapat dilihat sebagai preferensi dan nilai dari elit pemerintah. 

Meskipun sering public policy merefleksikan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat 

terjadi melalui : 

- Public policy dibuat secara incremental dan membawa (mengakomodasikan) 

nilai-nilai dari kepentingan para elit. Nilai-nilai dari para elit akan sangat 

mempengaruhi publik. Akan tetapi elitisme tidak berarti bahwa public policy 

anti terhadap kepentingan (kesejahteraan) masyarakat akan tetapi public 

policy yang ada merespon kesejahteraan masyarakat lebih mengutamakan 

kepentingan para elit daripada kepentingan masyarakat secara umum. 

- Para elit melihat sebagian besar masyarakat yang pasif, terjadi distorsi 

informasi, sentimen masyarakat dimanipulasi oleh para elit. 

Model ini mengasumsikan masyarakat terbagi dalam dua kelompok besar, 

mereka yang memiliki kekuasaan (powerfull) dan yang tidak memiliki kekuasaan 

(powerless). Elit berkuasa karena mereka lebih pintar, lebih tahu masalah yang 
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dihadapi masyarakat, sehingga kebijakan yang dibuat bersifat topdown. Dengan 

demikian dapat difahami bahwa model ini hanya efektif dalam lingkungan dimana 

masyarakat bersikap pasif serta terjadi distorsi informasi. 

c. Group theory 

Merupakan hasil perjuangan dari kelompok yang berjuang sebagai 

keseimbangan individu di dalam politik. Menurut teori ini public policy adalah 

eguilibrium yang tercapai dalam perjuangan antar-kelompok. Akhirnya pengaruh 

atau jumlah menjadi penting selain leadership, akses terhadap policy maker, kohesi 

internal dari kelompok, dan kekayaan.  

Teori ini dikenal juga dengan sebutan “the hydrolic thesis”, sebab menyoal 

peranan kelompok penekan dan lobi-lobi antar-kelompok yang ada untuk 

memutuskan satu hal. Masyarakat diasumsikan sebagai sebuah sistem dimana 

kelompok yang ada saling menekan dalam hukum aksi reaksi untuk merumuskan 

dan melaksanakan satu kebijakan publik. 

d. Rationalism 

Nilai yang dicapai akan ditimbang dengan yang akan dikorbankan. Akan 

tetapi seorang policy maker harus mengetahui preferensi nilai masyarakat, dia harus 

mengetahui alternatif-alternatif kebijakan yang ada, policy maker harus mengetahui 

konsekuensi-konsekuensi atas setiap alternatif kebijakan. Seorang policy maker 

harus mengkalkulasikan rasio nilai yang dikorbankan dengan nilai-nilai sosial yang 

dicapai untuk tiap-tiap alternatif kebijakan sehingga seorang policy maker harus 

memilih alternatif kebijakan yang efisien. 
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e. Incrementalism 

Kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap kebijakan masa lampau atau 

dengan kata lain kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan 

kebijakan pemerintah pada waktu yang lalu yang disertai modifikasi secara 

bertahap.  

f. Institutionalism 

Model ini lebih fokus pada apa yang seharusnya dilakukan oleh elemen yang 

ada dalam struktur birokrasi pemerintah, dengan cara melihat chart dari mekanisme 

kerja sesuai dengan aturan yang ada. 

 

Kebijakan dan kelembagaan (institusi) sulit dipisahkan, seperti dua sisi mata 

uang. Kebijakan yang bagus tetapi dilandasi kelembagaan yang tidak bagus, tidak 

akan membawa proses pembangunan mencapai hasil secara maksimal. Demikian 

juga sebaliknya, kelembagaan yang bagus tetapi kebijakannya tidak mendukung 

juga membuat tujuan pembangunan sulit dicapai sesuai harapan. Pengembangan 

kelembagaan memerlukan perhatian khusus dalam pengembangan peraturan dan 

ketetapan baik formal maupun informal yang melindungi dan menjamin kesamaan 

kedudukan kesejahteraan dan masa depan masyarakat pedesaan (Djogo, 2003). 

Lipsky (1980) dalam Kartodihardjo (2017) berpendapat bahwa implementasi 

kebijakan pada akhirnya akan bermuara pada penerapan yang benar oleh praktisi 

atau birokrat tingkat bawah. Kelembagaan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan 

kebijakan tersebut, untuk membatasi atau memandu perilaku dan memberikan 

kesempatan bagi perubahan kebijakan serta aksi sosial politik (Kartodihardjo, 

2017).    
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Penguasaan sumberdaya alam baik oleh pribadi, kelompok maupun 

pemerintah semuanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah yang mengaturnya. Oleh sebab itu kebijakan dan kelembagaan terkait 

pemanfaatan sumberdaya alam sangat menentukan arah keberlanjutannya. 

Batubara sebagai salah satu sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui sejauh 

ini memiliki peran yang cukup penting dalam pembangunan bangsa. Perencanaan 

terkait kebijakan dalam pemanfaatannya perlu diatur sedemikian rupa supaya 

amanat pasal 33 ayat 2 UUD 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat, dapat tercapai.  
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera 

Selatan seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 3.1. Kabupaten Muara Enim 

merupakan wilayah dengan titik PETI batubara paling banyak di Provinsi Sumatera 

Selatan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai bulan Oktober 2017. 

 

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Muara Enim 

Lokasi Penelitian 
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3.2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

dan didukung oleh data-data kuantitatif. Menurut Irawan (2006), makna penelitian 

kualitatif itu tidak terbatas pada urusan data, objek kajian, atau bahkan prosedur 

penelitian. Makna penelitian kualitatif relatif sulit didefinisikan, tetapi bisa 

dipahami melalui deskripsi ciri-ciri khasnya. Satu ciri khasnya yang sangat penting 

adalah makna kebenaran. Kebenaran menurut penelitian kualitatif adalah kebenaran 

“intersubyektif” bukan kebenaran “obyektif”.  

Kebenaran intersubyektif adalah kebenaran yang dibangun dari jalinan 

berbagai faktor yang bekerja bersama-sama, seperti budaya dan sifat-sifat unik dari 

individu-individu manusia. Maka realitas adalah sesuatu yang “dipersepsikan” oleh 

yang melihat dan bukan sekedar fakta yang bebas konteks dan bebas dari 

interpretasi apapun. Kebenaran merupakan “bangunan” (konstruksi) yang disusun 

oleh seorang peneliti dengan cara mencatat dan memahami apa yang terjadi di 

dalam interaksi sosial kemasyarakatan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut 

Rahardjo (2017), studi kasus adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan 

secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan 

aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau 

organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. 

Umumnya, peristiwa yang menjadi interest selanjutnya disebut kasus adalah hal 

yang aktual (real-life events), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah 

lewat. 
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Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok 

pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan bagaimana atau mengapa, bila 

peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang 

akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena 

kontemporer di dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2012). 

Bungin (2006) menyatakan bahwa pendekatan studi kasus yang digunakan 

tidaklah kaku sifatnya dan sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan 

perkembangan fakta empiris yang tengah dicermati. Penelitian kualitatif lebih 

mengedepankan dan mengutamakan aspek emik daripada etik-nya terhadap 

fenomena sosial yang menjadi unit analisis. 

Salah satu hal penting untuk dipertimbangkan dalam memilih kasus ialah 

peneliti yakin bahwa dari kasus tersebut akan dapat diperoleh pengetahuan lebih 

lanjut dan mendalam secara ilmiah. Dalam hal ini studi kasus disebut sebagai 

Instrumental Case Study. Selain itu, studi kasus bisa dipakai untuk memenuhi minat 

pribadi karena ketertarikannya pada suatu persoalan tertentu, dan tidak untuk 

membangun teori tertentu (Rahardjo, 2017). 

3.3. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi : 

3.3.1. Wawancara mendalam 

Wawancara studi kasus bertipe open-ended dimana peneliti dapat bertanya 

kepada informan kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa disamping opini mereka 

mengenai peristiwa yang ada (Yin, 2012). Instrumen penelitian adalah peneliti itu 

sendiri, sehingga dalam situasi seperti itu panca indera akan menjadi modal utama 
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untuk mengukur dan menilai informasi dari lapangan (Yin, 2011). Bila dalam 

proses pengumpulan data sudah tidak lagi ditemukan variasi informasi, maka tidak 

perlu lagi mencari informan baru dan proses pengumpulan informasi dianggap 

sudah selesai. Informan kunci berdasarkan pendekatan berorientasi aktor dari 

Bryant dan Bailey (1997) merupakan aktor-aktor utama yang terlibat secara 

langsung dalam pengelolaan sumberdaya alam. 

Informan kunci yang terlibat dalam penelitian ini berasal dari aparat yang 

bertugas di berbagai instansi pemerintah, yaitu: Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan (Dinas Pertambangan), Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Camat, 

Kepala Desa, Kepala Dusun, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup/DLH Kabupaten 

Muara Enim), serta pemilik modal, pemilik lahan, pekerja tambang, 

pengurus/pemilik truk, dan masyarakat sekitar tambang.  

3.3.2. Participant observation 

Pada kasus-kasus tertentu, peneliti ikut juga terlibat sebagai salah satu 

“partisipan” dalam kegiatan atau fenomena yang diteliti. Tetapi pada saat yang 

sama peneliti harus sadar bahwa dia sedang menjadi “observer” terhadap kegiatan 

itu (Irawan, 2006). Pengamatan ini memberikan peluang kepada peneliti untuk 

mendapatkan akses terhadap peristiwa-peristiwa atau kelompok-kelompok yang 

tidak mungkin bisa sampai pada penelitian yang ilmiah. Peluang yang lainnya 

adalah kemampuan untuk menyadari realitas dari sudut pandang ”orang dalam” 

dibandingkan orang luar pada studi kasus tersebut (Yin, 2012). 

Menurut Rahardjo (2017), peneliti tidak saja menangkap makna dari sesuatu 

yang tersurat, tetapi juga yang tersirat. Dengan kata lain, peneliti studi kasus 

diharapkan dapat mengungkap hal-hal mendalam yang tidak dapat diungkap oleh 
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orang biasa. Di sini peneliti dituntut untuk memiliki kepekaan teoretik mengenai 

topik atau tema yang diteliti. 

3.3.3. Studi Literatur 

Studi Literatur dilakukan dengan mengkaji publikasi, laporan, dan lain-lain 

yang terkait dengan fenomena yang diteliti. 

3.3.4. Analisis Data 

Pendekatan berorientasi aktor dari Bryant dan Bailey (1997) digunakan untuk 

mengeksplorasi lebih mendalam posisi dan peran, kepentingan, serta tindakan dari 

aktor-aktor kunci yang terlibat langsung dalam kasus PETI. Pendekatan di atas 

selanjutnya dikombinasikan dengan teori akses dari Ribot dan Peluso (2003) untuk 

menerangkan secara lebih jelas bagaimana tindakan yang dilakukan aktor, dengan 

mengidentifikasi dan memetakan mekanisme kekuasaan masing-masing aktor, 

serta menganalisis relasi kekuasaan yang mendasari mekanisme akses tersebut, 

yang digunakan untuk memperoleh, mempertahankan, dan mengontrol akses 

terhadap sumberdaya batubara dalam kasus PETI. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif memiliki karakter dan proses yang 

sangat berbeda dari analisis data pada penelitian kuantitatif yang menggunakan 

statistika, tetapi keduanya sama-sama menuntut ketelitian yang tinggi. Analisis data 

bersifat induktif (grounded), kesimpulan dibangun dengan cara 

“mengabstraksikan” data-data empiris yang dikumpulkan dari lapangan dan 

mencari pola-pola dalam data-data tersebut. Analisis data tidak perlu menunggu 

sampai seluruh proses pengumpulan data selesai dilaksanakan, tetapi analisis 

dilaksanakan secara pararel pada saat pengumpulan data dan dianggap selesai 
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manakala peneliti merasa telah mencapai “titik jenuh” profil data, dan telah 

menemukan pola aturan yang dicari. Berikut ini adalah langkah-langkah pada saat 

melakukan analisis data penelitian kualitatif (Irawan, 2006) : 

 

 

Gambar 3.2 Proses Analisis Data 

 

Pengumpulan data berupa wawancara dengan pemerintah dilakukan secara 

terbuka dengan menunjukkan surat pengantar dari Universitas Lampung. Data yang 

diperoleh berupa informasi-informasi penting mengenai PETI di Kabupaten Muara 

Enim, termasuk tindakan pemerintah untuk menekan perkembangan PETI. Selain 

itu juga diperoleh dokumen surat-surat pemberitahuan dan notulen rapat terkait 

aktivitas PETI (Terlampir). Dokumen lain terkait informasi atau berita mengenai 

PETI dan dokumen peraturan perundang-undangan diperoleh melalui internet. 

Data dan informasi dari pelaku PETI seperti pemilik modal, pemilik lahan, 

pekerja tambang, pengurus atau pemilik truk, dan masyarakat sekitar tambang 

sebagian dilakukan dengan cara wawancara langsung serta participant observation. 

Cara ini lebih memudahkan untuk memperoleh data secara detil dan akurat karena 
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melalui participant observation peneliti dapat membangun hubungan yang lebih 

intim dengan para aktor.    

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan berorientasi 

aktor dari Bryant dan Bailey yang dapat mengeksplorasi secara lebih mendalam 

posisi dan peran, kepentingan, serta tindakan dari berbagai aktor yang berbeda. 

Pendekatan tersebut selanjutnya dikombinasikan dengan teori akses dari Ribot dan 

Peluso untuk mengkaji mekanisme dan bentuk relasi kekuasaannya, yaitu: 

teknologi, modal, pasar, tenaga kerja dan peluang tenaga kerja, pengetahuan, 

kewenangan, identitas sosial dan relasi sosial. Dokumen peraturan perundang-

undangan dikaji lebih jauh untuk mengetahui posisi PETI dalam kelembagaan 

formal. Hasil kajian didukung oleh hasil wawancara dari beberapa responden untuk 

mendapatkan prespektif yang berbeda dalam penyelesaian persoalan PETI di 

Kabupaten Muara Enim. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Usaha pertambangan rakyat pada prinsipnya sudah diatur dalam Undang-

undang Nomor 4 tahun 2009 dalam bentuk Izin Pertambangan Rakyat. 

Namun kebijakan pemerintah tersebut tidak berjalan dengan baik 

menyebabkan terciptanya kelembagaan nonformal yang mampu 

menggerakkan aktivitas PETI. Kelembagaan non formal yang terbentuk saat 

ini terlihat lebih dominan daripada kelembagaan formal.  

2. Penegakan hukum belum dilakukan secara tegas terhadap setiap 

pelanggaran undang-undang dan peraturan pemerintah terkait 

pertambangan. Di sisi lain belum ada upaya penanggulangan dan solusi 

yang tepat baik dari pemerintah maupun dari pelaku PETI terhadap 

kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan PETI.  

3. Peran aktor khususnya pemilik modal dan oknum aparat penegak hukum 

terlihat sangat dominan, mekanisme akses struktural dan relasional yang 

dijalankan mampu untuk meredam potensi gejolak sosial dan upaya 

penegakan hukum. Setiap aktor memiliki kepentingan serta motivasi yang 

berbeda-beda dan juga kekuasaan yang dimilikinya. Jejaring kekuasaan 
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(webs of power) memungkinkan aktor-aktor memperoleh, mengontrol, dan 

memelihara akses ke sumberdaya batubara.  

4. Rekomendasi strategi kebijakan untuk pembenahan PETI antara lain 

pembukaan lapangan pekerjaan dari sektor lain, peningkatan kualitas tenaga 

kerja lokal,  kerjasama perusahaan pertambangan dengan PETI, meninjau 

kembali kemungkinan PETI mendapatkan legalitas, serta pengawasan, 

pengendalian dan penegakan hukum secara tegas. Harapannya dengan 

rekomendasi ini kerusakan lingkungan akibat PETI bisa dikendalikan. 

 

B. Saran 

1. Pembenahan kerusakan lingkungan yang sudah terjadi sebagai akibat dari 

aktivitas PETI secara teknis harus dijalankan oleh pemerintah untuk 

mengantisipasi meluasnya dampak tersebut antara lain pencemaran air dan 

lahan kritis.  

2. Pemerintah harus memikirkan masyarakat yang menggantungkan hidupnya 

dari PETI dengan menyiapkan lapangan pekerjaan atau membuka peluang 

kerja selain bidang pertambangan antara lain bidang perkebunan atau 

peternakan. Pengembangan UKM (Unit Kegiatan Masyarakat) akan 

mendukung program ini. 

3. Rekomendasi lainnya terkait pengendalian PETI di Kabupaten Muara Enim 

perlu menjadi perhatian dari pemerintah setempat, khususnya kerjasama 

antara perusahaan dengan pelaku PETI akan menjadi solusi yang baik. 

4. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui potensi ekonomi dari PETI. 

 



89 
 

  

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Azrin, D. 2004. Fenomena Air Asam Tambang Akibat Aktivitas PETI di Dalam 

Wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia. Seminar Air Asam Tambang, ITB 

Bandung.  

Bachdar, F. 2016. Pertambangan yang dilakukan oleh Masyarakat Menurut 

Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara. Lex Privatum, Vol. IV/No. 3/Mar/2016. Manado : Universitas 

Sam Ratulangi. 

Bansah, K.J., Yalley, A.B., Dupey, N.D. 2016. The hazardous nature of small scale 

underground mining in Ghana. Journal of Sustainable Mining.  15:8-25. 

Bian, Z., Inyang, H.I., Daniels, J.L., Otto, F., Struthers, S. 2010. Environmental 

issues from coal mining and their solutions. Mining Science and 

Technology. 20:0215–0223. 

Boadi, S., Nsor, C.A., Antobre, O.O., Acquah, E. 2016. An analysis of illegal 

mining on the Offin shelterbelt forest reserve, Ghana: Implications on 

community livelihood. Journal of Sustainable Mining. 15:115-119. 

[BPPT] Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. 2016. Pengembangan Energi 

Untuk mendukung Industri Hijau. Outlook Energi Indonesia  2016. 

Jakarta. 108 hlm. 

[BPS] Badan Pusat Statistik Nasional. 2017. Data Produksi Tambang Mineral. 

https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1126 diakses tanggal 

27-07-2017. 

[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim. 2017. Kabupaten Muara Enim 

Dalam Angka 2017. Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim. Muara 

Enim. 449 hlm. 

[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim. 2017. Statistik Kesejahteraan 

Rakyat Kabupaten Muara Enim Tahun 2016. Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Muara Enim. Muara Enim. 96 hlm. 

Bryant, R.L. 1998. Power, knowledge and political ecology in the third world: a 

review. Physical Geography 22(1):79–94. 

Bryant, R.L., Bailey, S. 1997. Third World Political Ecology. London (GB) : 

Routledge. 231 p. 

https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1126%20diakses%20tanggal%2027-07-2017
https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1126%20diakses%20tanggal%2027-07-2017


90 
 

Bungin, B. 2006. Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan 

Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta (ID): PT Raja 

Grafindo Persada. 274 hlm. 

Candra, A., Budiastuti, S., Sunarto, S. 2014. Strategi Pengelolaan Lingkungan 

Akibat Dampak Penambangan Breksi Batuapung di Desa Segoroyoso, 

Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY. Jurnal Ekosains, Vol. 

IV, No 2. 

Corbett, T., O'Faircheallaigh, C., Regan, A. 2017. ‘Designated areas’ and the 

regulation of artisanal and small-scale mining. Land Use Policy.  68:393–

401. 

Dhani, U. 2009. Peluang Pengembangan Pertambangan Mineral dan Batubara Pada 

Era Otonomi Daerah. [Prosiding] Kolokium Pertambangan 2009 Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara. Bandung. 

ISBN 978-979-8461-63-3. 

Djogo, T., Suhatjito, D., Sirait, M. 2003. Kelembagaan dan Kebijakan dalam 

Pengembangan Agroforestri. World Agroforestri Centre (ICRAF). Bogor, 

Indonesia. 32 hlm. 

[DITJEN PPKL] Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan. 2015. Kriteria Kerusakan Lahan Akses Terbuka Akibat 

Kegiatan Tambang Rakyat. Jakarta : Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan. 114 hlm. 

Dontala, S.P., Reddy, T.B., Vadde, R. 2015. Environmental Aspects and Impacts 

its Mitigation Measures of Corporate Coal Mining. Global Challenges, 

Policy Framework & Sustainable Development for Mining of Mineral and 

Fossil Energy Resources (GCPF2015). Procedia Earth and Planetary 

Science. 11:2–7. 

Dutu, R. 2016. Challenges and policies in Indonesia's energy sector. Energy Polic.  

98:513–519. 

Febryano, I.G., Suharjito, D., Darusman, D., Kusmana, C., Hidayat, A. 2015. Aktor 

dan Relasi Kekuasaan dalam Pengelolaan Mangrove di Kabupaten 

Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia. Jurnal Analisis Kebijakan 

Kehutanan. 12(2):125 – 142. 

Febryano, I.G., Sinurat, J., Salampessy, M.L. 2017. Social Relation between 

Businessman and Community in Management of Intensive Shrimp Pond. 

Earth and Environmental Science. 55:1-7. 

Fernandes, G.W., Ribeiro, S.P. 2017. Deadly conflicts: Mining, people, and 

conservation. Perspectives in Ecology and Conservation.  15:141–144. 

Forest Watch Indonesia. 2015. Media Seputar Hutan Indonesia, Intip Hutan. Bogor. 

Indonesia. 47 hlm. 



91 
 

Herman, D.Z. 2006. Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan Kemungkinan Alih 

Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil. Pusat Sumber Daya Geologi. 

Bandung. 

Irawan, A.A. 2013. Dampak Ekonomi dan Sosial Aktivitas Tambang Batubara PT 

Tanito Harum bagi Masyarakat di Kelurahan Loa Tebu Kecamatan 

Tenggarong. [Jurnal]. Kalimantan Timur : Universitas Mulawarman. 

Irawan, P. 2006. Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta 

(ID): DIA Fisip UI. 236 hlm. 

Irawan, R.R., Sumarwan, U., Suharjo, B., Djohar, S. 2014. Model Bisnis Industri 

Tambang Timah Berkelanjutan (Studi Kasus Bangka Belitung). Jurnal 

Aplikasi Manajemen, Vol. 12, No 2. 

Kartodihardjo, H. 2017. Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam. 

Sajogyo Institute. Bogor. 353 hlm. 

Kodir, A., Hartono, D.M., Haeruman, H., Mansur, I. 2017. Integrated post mining 

landscape for sustainable land use: A case study in South Sumatera, 

Indonesia. Sustainable Environment Research.   27:203-213. 

Krott, M., Bader, A., Schusser, C., Devkota, R., Maryudi, A., Giessen, L., 

Aurenhammer, H. 2013. Actor-centred power: The driving force in 

decentralised community based forest governance. Forest Policy and 

Economics. 49:34-42. 

Lamb, D., Gilmour, D. 2003. Rehabilitation and Restoration of Degraded Forests. 

Gland, Switzerland and Cambridge (UK) : IUCN. 110 p. 

Manalu, H.S.P., Sukana, B., Friskarini, K., 2014. Kesiapan Pemerintah Kabupaten 

Muara Enim Dalam Rangka Menanggulangi Pencemaran Batubara. Jurnal 

Ekologi Kesehatan Vol. 13 No 2 : 95-104. 

Macdonald, F.K.F., Lund, M., Blanchette, M., Mccullough, C. 2014. Regulation of 

artisanal small scale gold mining (ASGM) in Ghana and Indonesia as 

currently implemented fails to adequately protect aquatic ecosystems. In 

Sui, Sun, & Wang (Eds.), An interdisciplinary response to mine water 

challenges (pp. 401-405). Proceedings of the International Mine Water 

Association (IMWA) Congress, At Colorado, USA. 

Muhsim, M. 2015. Analisis Nilai Tambang, Kelembagaan dan Kebijakan yang 

Terkait Penambangan Pasir Besi di Kabupaten Cianjur. Studi Kasus : 

Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Usaha 

Pertambangan Rakyat (UPR). [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian 

Bogor. 141 hlm. 

Narula, S.A., Magray, M.A., Desore, A. 2017. A sustainable livelihood framework 

to implement CSR project in coal mining sector. Journal of Sustainable 

Mining.   XXX:1–11. 



92 
 

Nicoleite, E.R., Overbeck, G.E., Müller, S.C. 2017. Degradation by coal mining 

should be priority in restoration planning. Perspectives in Ecology and 

Conservation. 15:202–205. 

Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for 

Collection Action. Cambridge: Cambridge University Press. 280 p. 

Patiung, O., Sinukaban, N., Tarigan, S.D., Darusman, D. 2011. Pengaruh Umur 

Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batubara Terhadap Fungsi Hidrologis. 

Jurnal Hidrolitan, Vol. 2 : 2 : 60-73. ISSN 2086-4825.  

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5110. 

 [PSDMBP] Pusat Sumberdaya Mineral Batubara dan Panas Bumi. 2017. Sistem 

Informasi Data Penyelidikan. Kementerian Energi dan Sumberdaya 

Mineral.  

http://webmap.psdg.bgl.esdm.go.id/datasurvei/index.php/survei/detail/1/

KDSV-212 diakses tanggal 27-07-2017. 

Prabowo, D., Maryudi, A., Senawi, S., Imron, M.A. 2017. Conversion of forests 

into oil palm plantations in West Kalimantan, Indonesia: Insights from 

actors' power and its dynamics. Forest Policy and Economics. 78:32–39. 

Qomariah, R. 2003. Dampak Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Batubara 

Terhadap Kualitas Sumberdaya Lahan dan Sosial Ekonomi Masyarakat di 

Kabupaten Banjar - Kalimantan Selatan. [Tesis]. Bogor (ID): Institut 

Pertanian Bogor. 141 hlm. 

Rahardjo, H.M. 2017. Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif : Konsep dan 

Prosedurnya. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang. 

26 hlm. 

Ribot, J.C., Peluso, N.L. 2003. A theory of access. Rural Sociology 68(2):153-181. 

Robbins, P. 2004. Political Ecology: A Critical Introduction. Malden (US): 

Blackwell Publishing. 243 p. 

Rusyamin, L.O. 2013. Ekologi Politik Pertambangan di Kota Baubau Provinsi 

Sulawesi Tenggara. [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. 69 hlm. 

Salo, M., Hiedanpaa, J., Karlsson, T., Avila, L.C., Kotilainen, J., Jounela, P., 

Garcia, R.R. 2016. Local perspectives on the formalization of artisanal and 

small-scale mining in the Madre de Dios gold fields, Peru. The Extractive 

Industries and Society.  3:1058–1066. 

Schubert,  J. 2005. Political Ecology in Development Research, An Introductory 

Overview and Annotated Bibliography. Bern (CH): NCCR North-South. 

66 p. 

Soemarwoto, O. 2004. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Penerbit 

Djambatan. Jakarta. 381 hlm. 

http://webmap.psdg.bgl.esdm.go.id/datasurvei/index.php/survei/detail/1/KDSV-212
http://webmap.psdg.bgl.esdm.go.id/datasurvei/index.php/survei/detail/1/KDSV-212


93 
 

Spiegel, S.J. 2011. Governance Institutions, Resource Rights Regimes, and the 

Informal Mining Sector: Regulatory Complexities in Indonesia. World 

Development.  40(1):189–205. 

Spiegel, S.J., Agrawal, S., Mikha, D., Vitamerry, K., Le Billon, P., Veiga, M., 

Konolius, K., Paul, B. 2017. Phasing Out Mercury? Ecological Economics 

and Indonesia's Small-Scale Gold Mining Sector. Ecological Economics. 

144:1–11. 

Suprapto, S.J., 2012. Tinjauan Reklamasi Lahan Bekas Tambang dan Aspek 

Konservasi Bahan Galian. Pusat Sumber Daya Geologi, Bandung. 

Taufiqurokhman, T. 2014. Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab 

Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo. Jakarta. 155 hlm. 

Turner, M.D. 2004. Political ecology and the moral dimensions of ‘‘resource 

conflicts’’: the case of farmer–herder conflicts in the Sahel. Political 

Geography 23:863–889. 

Usman, D.N., Widayati, S., Sriyanti, S., Pulungan, L. 2017. Good Mining Practice 

sebagai Penopang Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan dan 

Berwawasan Lingkungan. [Jurnal]. Bandung : Universitas Islam Bandung. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4959. 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia No  5587. 

Yin, R.K. 2011. Qualitative Research from Start to Finish. The Guilford Press. New 

York. 348 p. 

Yin, R.K. 2012. Studi Kasus Desain dan Metode. Mudzakir MD, penerjemah. 

Jakarta (ID): PT Raja Grafindo Persada. Terjemahan dari: Case Study 

Research Design and Methods. 217 hlm. 

Yueze, L., Saad, A., Sasmito, A.P., Kurnia, J.C. 2017. Prediction of air flow, 

methane, and coal dust dispersion in a room and pillar mining face. 

International Journal of Mining Science and Technology.  27:657–662. 

Zulkifli, A., 2014. Pengelolaan Tambang Berkelanjutan. Penerbit Graha Ilmu, 

Yogyakarta. 184 hlm.  

Zulkifli, A., 2014. Dasar-dasar Ilmu Lingkungan. Penerbit Salemba Teknika, 

Jakarta. 232 hlm. 


	cover tesis.pdf
	ABSTRAK ok.pdf
	cover tesis 2.pdf

